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ABSTRAK 
 
Nama : Musyarrafah 
Nim : 90400114151 
Judul       : Disclaimer Opinion: Pengungkapan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
(Studi Pada Pemda Kabupaten Jeneponto) 
 
Badan pengelolaan keuangan daerah adalah satuan kerja pada suatu 
pemerintahan kabupaten atau kota yang bertugas menyusun dan melaksanakan 
kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang fungsinya adalah sebagai 
bendahara umum di daerah tersebut. Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto yang fungsinya sebagai pengguna anggaran/pengguna barang yang 
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk di 
gabungkan pada entitas pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana proses laporan keuangan dan bagaimana kepatuhan laporan keuangan 
pemerintah daerah kabupaten jeneponto 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus 
yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan batasan terperinci , 
memiliki pengambilan data yangmendalam dan menyertakan berbagai sumber 
informasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini Disclaimer yang di dapatkan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas 
Pekerjaan Umum disebabkan oleh Aset, karena pembuat laporan keuangan masih 
mencatat barang yang sudah tidak ada di dalam laporan keuangan.Dinas Pertanian 
dan Dinas Pekerjaan Umum sudah patuh dengan peraturan yang 
berlaku.Pembuatan laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP yang berlaku, 
hanya saja pengelolaan aset milik daerah belum tertib dan laporan aset milik 
daerah belum disajikan secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas 
laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini disclaimer. 
 
Kata kunci: pengungkapan laporan keuangan,  disclaimer opinion. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah 
Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya 
reformasi keuangan daerah. Pada dasarnya reformasi keuangan tersebut 
merupakan suatu berkah (blessing in disguised) dari gerakan yang digelorakan 
pada tahun 1998 setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi. 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang wujud 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan 
keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi 
keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan 
pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan 
pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas 
pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat harus 
memenuhi kualitas yang diinginkan.Kualitas yang diinginkan diharapkan mampu 
menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang dalam perkembangannya 
diperbaharui menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 
ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan 
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(SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan 
persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (Langelo, 
dkk, 2015). 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 
Penggantian Standar Akuntansi Pemeritahan ini akan menjadi perhatian khusus 
bagi Pemerintah karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas 
menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus 
menuntut kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, 
Kota / Kabupaten (Ranuba,dkk, 2015) (Wijayanti dan Handayani, 2017). 
Peraturan ini menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah diperlukan untuk 
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa 
laporan keuangan pemerintah daerah.Hal ini diperlukan untuk merencanakan 
biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta memprediksi 
ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan.Agar kegiatan pemerintahan 
berjalan dengan baik maka dibutuhkan informasi keuangan yang sesuai dengan 
laporan keuangan daerah (Setiawan dan Gayatri, 2017). Laporan keuangan 
pemerintah daerah yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas daerah 
tersebut. 
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Selain mengacu pada SAP, dalam menyusun sistem akuntansi pada 
pemerintah daerah, kepala daerah juga mengacu pada peraturan daerah dan 
ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu 
PP Nomor 58 Tahun 2005.Dalam mengelola keuangan daerah, kepala daerah juga 
memiliki tugas menyusun kebijakan umum APBD yang penyusunannya mengacu 
pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Munawar, dkk, 2016). 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat 
penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Untuk 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang 
auditor yang profesional. Auditor diwajibakan untuk melaksanakan pekerjaan 
mereka secara profesional sehingga hasil pekerjaan yang dihasilkan akan 
berkualitas juga karena hasil pekerjaan yang berkualitas berhubungan dengan 
keterampilan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan kemandirian 
perusahaan (Majid, 2018). Hasil kerja dari seorang auditor atau pemeriksa akan 
mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. 
Pemeriksaan atas LKPD yang dilakukan oleh BPK dituangkan dalam Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini. BPK mengeluarkan empat macam 
opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan 
Pendapat (TMP) (Pratiwi dan Aryani, 2016). Penerimaan opini pada setiap daerah 
tergantung dari kepatuhan perangkat daerah tersebut dalam melaksanakan 
tugasnya masing-masing. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di 
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mana pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan aset 
tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang 
ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka 
tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan Good Governance 
(Septiani, 2005; Ramli, 2014). 
Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah 
tersebut, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik 
Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan 
kecenderungan yang memprihatikan, yaitu dengan adanya kecenderungan kualitas 
laporan keuangan yang semakin memburuk (Anshari dan Syofyan,2016). Kualitas 
laporan keuangan yang semakin memburuk menggambarkan bahwa adanya 
penurunan atau ketidaksanggupan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 
daerahnya. 
Terlihat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam lima tahun anggaran terakhir, Pemerintah 
Kabupaten Jeneponto memperoleh opini yang belum memuaskan bagi semua 
pihak bahkan sedikit mengecewakan, seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini: 
Tabel 1.1 
Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Jeneponto dalam Lima Tahun Anggaran 2012 s.d 2016 
 
No. Tahun Opini 
1. 2012 
Tidak Menyatakan Pendapat (Disclamer 
Opinion) 
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2. 2013 
Tidak Menyatakan Pendapat (Disclamer 
Opinion) 
3. 2014 
Tidak Menyatakan Pendapat (Disclamer 
Opinion) 
4. 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
5. 2016 
Tidak Menyatakan Pendapat (Disclamer 
Opinion) 
   Sumber: BPK-RI 
Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Jeneponto belum pernah memperoleh predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Hal ini antara lain terjadi karena Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Jeneponto belum tertib. Tertibnya pengelolaan barang 
(aset) milik daerah membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan 
penyajian necara daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI 
setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan (BPK RI, 2017; Antara, 2017) . 
Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, terdapat tigajenis 
pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah 
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif 
selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, pemeriksaan 
kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas 
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pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek 
efektivitas.Dalam jenis pemeriksaan ini dilakukan uji kepatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undanganserta pengendalian intern.Pemeriksaan 
kinerja ini menghasilkan informasi yangberguna untuk meningkatkan kinerja 
suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang 
bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta 
meningkatkan pertanggungjawaban publik.Terkahir, pemeriksaan dengan tujuan 
tertentuyang bertujuan untuk memberikan simpulan atassuatu hal yang diperiksa. 
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan.Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan 
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.Secara spesifik, tujuan 
laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna 
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakankepadanya. 
Pemberian opini tersebut didasarkan atas kriteria menurut Undang-Undang 
Nomor 15  Tahun  2004  PenjelasanPasal16 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria 
(a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan 
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pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan 
perundang- undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern(SPI). 
Opini Disclaimer (menolak memberikan pendapat) yang didapat oleh 
Kabupaten Jeneponto pada tahun anggaran 2016 menjadi satu-satunya kabupaten 
dan kota di sulawesi selatan yang pengelolaan keuanganan asetnya kurang rapi. 
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Jeneponto mengatakan Pemkab Jeneponto mengalami disclaimer karena BPK 
menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain di 
Dinas PU, DPRD dan  DinasPertanian . “ Temuan BPK di Dinas PU yakni sebesar 
Rp 5,7 miliar sedangkan di DPRD tentang uang makan minum sebesar Rp. 600 
juta rupiah yang diduga peruntukannya kurang jelas”,katanya. (Antara, 2017). 
Opini disclaimer muncul jika ruang lingkup pemeriksaan auditor dibatasi 
oleh klien. Ketika auditor tidakdapat mengumpulkan bukti audityang memadai 
untuk menyimpulkanapakah laporankeuangan telah disajikan sesuaidengan 
GAAP/PSAK, maka terdapatsuatu pembatasan ataslingkup audit. Terkait 
denganpembatasan ruang lingkup auditordalam pemeriksaan laporankeuangan 
klien, Boynton (2006:92), menyatakan bahwa:Keputusan auditor mengenai 
pendapat disclaimer yaitu karena keterbatasan ruang lingkup pada laporan 
keuangan yang diaudit. Opini disclaimer adalah tepat ketika auditor tidak 
melakukan audit yang cukup dalam ruang lingkup untuk memungkinkan dia untuk 
membentuk opini atas laporan keuangan. Selain itu, ketika entitas memberlakukan 
pembatasan ruang lingkup yang signifikan, auditor akan secara berkala 
melepaskan pendapat atas laporan keuangan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas dan mengigat pentingnya pengungkapan 
(disclosure) yang lengkap, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan analisa 
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul “Disclaimer 
Opinion;Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada 
Pemda Kabupaten Jeneponto).  
B. Rumusan Masalah 
Pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan dilakukan oleh pihak 
yang independen dikarenakan informasi pengungkapan dalam laporan keuangan 
memiliki konsekuensi ekonomis yang subtantial dalam pengambilan keputusan. 
Selain itu para pengguna laporan keuangan memerlukan pihak yang independen, 
untuk mendapatkan penjelasan tentang informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan.  
Opini disclaimer muncul jika  ruang lingkup pemeriksaan auditor dibatasi 
oleh klien. Ketika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang memadai 
untuk menyimpulkan apakah lapaoran keuangan telah disajikan sesuai dengan 
GAAP/PSAK, maka terdapat suatu pembatasan atas lingkup audit. Oleh karena 
itu, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah? 
2. Bagaimana opini audit atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah 
daerah? 
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C. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang meneliti tentang hubungan antarapengungkapan laporan 
keuangan daerah dan pemberian opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. Untuk dapat memudahkan dalam membandingkan dengan penelitian 
terdahulu dan memudahkan dalam membandingkan dengan penelitian ini maka 
secara sederhana disajikan dalam bentuk tabel seperti  : 
No 
Nama dan 
Tahun 
Peneliti 
Judul Penelitian Hasil 
1 Ramya 
Atyanta 
(2014) 
Analisis Opini BPK 
atas Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 
(Studi Kasus pada 
Kabupaten X di 
Jawa Timur) 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa opini WDP dari BPK 
yang diberikan kepada LKPD 
Kabupaten X disebabkan 
adanya temuan kasus 
Ketidakefektifan SPI dengan 
temuan tertingi yaitu, 
kelemahan sistem 
pengendalian pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan 
belanja 
2 Lalu Riza 
Ihwandi 
(2016) 
Analisis Terhadap 
Opini Bpk Atas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lombok 
Timur Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa opini 
Wajar dengan Pengecualian 
dari Badan Pemeriksa 
Keuangan diberikan atas 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lombok 
Timur disebabkan adanya 
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temuan kasus ketidaksesuaian 
dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan,Ketidakefektifan 
Sistem Pengendalian Intern 
dan Ketidakpatuhan terhadap 
perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
3 Susilo 
( 2015) 
Analisis 
Pengungkapan 
(disclosure) Laporan 
Keuangan 
Kabupaten Yang 
Meraih Opini Audit 
WTP Dua Tahun 
Berturut- turut. 
Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa 
pengungkapan (disclosure) 
yang dilakukan oleh kabupaten 
yang meraih opini WTP dua 
tahun berturut-turut telah 
memenuhi pengungkapan 
lengkap sebagaimana tertuang 
pada pernyataan nomor 01 
Peraturan Pemerintah Nomor 
71 tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 
4  Setyawati 
(2017) 
Strategi Pencapaian 
Opini WTP 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bondowoso Dalam 
Penerapan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
Berbasis Akrual. 
Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa 
komitmen pemerintah daerah 
dan pimpinan instansi, 
penyajian laporan keuangan 
daerah yang sesuai dengan 
SAP, sistem pengendalian 
internal yang memadai, serta 
penanganan tindak lanjut 
rekomendasi BPK atas 
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Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah merupakan kekuatan 
utama keberhasilan strategi 
pencapaian opini WTP.  
5 Rini 
(2014) 
Opini Audit dan 
Pengungkapan Atas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten Serta 
Kaitannya Dengan 
Korupsi di 
Indonesia. 
Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa kualitas 
pelaporan laporan keuangan 
semakin meningkat yang 
ditunjukan dengan 
membaiknya opini audit atas 
LKPD Kabupaten di Indonesia.  
Temuan kedua menunjukan 
tidak terdapat kaitan antara 
pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah 
kabupaten dengan opini yang 
diberikan oleh BPK. 
 
D. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan laporan keuangan 
pemerintah daerah? 
2. Untuk mengetahui bagaimana opini audit atas pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah? 
E. Manfaat Penelitian  
Maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagi aspek teoritis, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
tambahan pengetahuan dalam pengembangan akuntansi pemerintah di 
Indonesia. 
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 
pemerintah daerah untuk memperbaiki tingkat pengungkapan dalam 
laporan keuangan pemerintah untuk menjadi lebih baik. 
3. Sebagai wadah untuk menambah pengetahuan sehubungan dengan 
masalah tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah. 
Selain itu penulis dapat menentukan pokok permasalahan yang ada dan 
menentukan alternatif cara penyelesaiannya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan 
berdisiplin. Menurut Milgram (1963) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada 
otoritas aturan-aturan. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan 
Milgram pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen psikologi 
terkenal pada abad 20. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa kepatuhan muncul 
bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, 
tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang 
lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan 
lingkungan sosial yang ada. 
Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau 
peraturan.menurut Anggraeni dan kiswaran (2011) kepatuhan diartikan sebagai 
suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha 
untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Teori 
kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di 
dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka 
anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat 
terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. 
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Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai 
dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.Sedangkan 
kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan.Jika 
melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan.Selain itu, kepatuhan 
menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan 
aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.Hal ini bertujuan 
untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan 
undang-undang tertentu. Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam Kerangka Dasar 
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, bahwa ketetapan waktu 
merupakan karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang 
disajikan relevan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin 
relevan informasi tersebut bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012) 
Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari 
faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang 
ada. Ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu : 
a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 
aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. 
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang 
menjadi rusak. 
c. Ketaatan yang bersifat internalisation, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi 
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dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 
Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah yang dimana pemerintah 
dalam menjalankan undang-undangmengenai pengelolaan aset tetap sampai 
dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan 
tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut 
kemungkinan pemerintah akan mewujudkan Good Governance (Septiani,2005; 
Ramli,2014). 
Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 
faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan 
pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. 
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan 
kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian opini BPK-RI atas LKPD 
(Maabuat dkk, 2016). Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas laporan 
kuangan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar 
penilai BPK-RI dalam memberikan opini maka setiap LKPD wajib mentertibkan 
aset milik daerah yang berada di SKPD tersebut. 
Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi 
peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk 
menyampaikan laporan keuangan secara tepat (Sulistyo, 2010) 
B. Pengungkapan 
Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari 
pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir 
dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat 
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penuh statement keuangan. Menurut Suwardjono (2008) Ada dua jenis 
pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, 
yaitu: 
a. Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang 
disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. 
b. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang 
dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan 
yangberlaku. 
C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
 Menurut Yendrawati (2013), ciri khas yang membuat informasi dalam 
laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik 
kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan tersebut di antaranya meliputi hal-hal 
sebagai berikut. 
1. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh 
pemakai. 
2. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional 
perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 
keputusan. 
3. Materialitas, artinya suatu laporan atau fakta dipandang material apabila 
kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa 
keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap.  
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4. Keandalan (reliable), artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari 
pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 
pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful 
representation).  
5. Penyajian jujur, artinya informasi akuntansi harus menggambarkan 
kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau 
secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 
6. Substansi mengungguli bentuk, artinya jika dimaksudkan untuk 
menyajikan informasi dengan jujur, maka transaksi perlu dicatat dan 
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya 
bentuk hukumnya.  
7. Netralitas, artinya informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan 
umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak 
tertentu.  
8. Pertimbangan sehat, artinya informasi yang disajikan mengandung unsur 
kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian. 
9. Kelengkapan, artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 
dalam batasan materialitas dan biaya. 
10. Dapat dibandingkan, artinya informasi akuntansi harus dapat dibandingkan 
dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan   
perusahaan lain yang sejenis.  
 
 
18 
 
 
 
D. OpiniAudit 
Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat 
jenis opini  yaitu: 
a. Opini Unqualified (Wajar Tanpa Pengecualian)  
Pendapat ini diberikan kepada laporan yang sudah memenuhi kriteria yang 
ditetapkan, yaitu sesuai dengaan SAP. Pendapat auditor yang dituangkan 
dalam laporan audit paling umum adalah laporan audit standar yang 
unqualified, yang biasa juga disebut laporan standar bentuk pendek. 
b. Opini Qualified (Wajar dengan Pengecualian) 
Opini terhadap laporan keuangan yang muncul ketika terdapat 
ketidaksesuaian (kekeliruan penyajian) yang tidak begitu signifikan 
terhadap kriteria yang ditetapkan. Secara spesifik, ada beberapa kondisi 
yang menyebabkan dikeluarkannya opini qualified dimana kondisi tertentu 
itu, pertama, tidak ada bukti yang kompeten yang cukup atau adanya 
pembatasan lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan 
bahwa ia tidak dapat memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 
dan ia berkesimpulan tidak memberikan opini disclaimer. Kedua, auditor 
yakin, atas dasar audit yang telah dilaksanakannya bahwa laporan 
keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, 
yang berdampak material, tetapi ia berkesimpulan untuk tidak memberikan 
opini adverse. 
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c. Opini Adverse (Opini Tidak Wajar) 
Opini adverse menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan 
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga 
informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh 
para pengguna laporan keuangan. 
d. Opini Disclaimer (Menolak Memberikan Pendapat) 
Opini disclaimerakan dikeluarkan ketika auditor mengalami 
ketidakmampuan untuk menilai bahwa keseluruhan laporan keuangan 
disajikan secara wajar. Terdapat dua kondisi pokok yang mengakibatkan 
auditor mengeluarkan opini ini yaitu adanya pembatasan lingkup audit 
(severe limitation on thescope of the audit) dan terdapat hubungan yang 
tidak independen (nonindependentrelationship) antara auditor dengan 
klien. Terjadinya salah satu kondisi tersebut menimbulkan 
ketidakmampuan auditor untuk menyampaikan pendapat atas laporan 
keuangan secara menyeluruh. 
Berdasarkan petunjuk teknis, penetapan opini dilakukan dengan 
mempertimbangkan (1) Pasal16 UU No. 15 tahun 2004 dan (2) Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU 
No.15 Tahun 2004, opini merupakan pemyataan professional pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 
didasarkan pada kriteria : a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan b. 
Kecukupan Pengungkapan c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
dan d. Efektifitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan pemeriksaan, 
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BPK memperhatikan laporan aparat pengawasan intern pemerintah (Ramadhany, 
2004 dalam hariadi, 2010). 
E. Komponen –Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri atas:  
1. Laporan Realisasi Anggaran  
2. Neraca 
3. Laporan Arus Kas 
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
5. Laporan Operasional 
6. Laporan Perubahan Ekuitas 
7. Catatan atas Laporan Keuangan.  
Adapun penjelasan komponen laporan keuangan seperti berikut:  
1. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 
2. Neraca  
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu.  
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3. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas 
pada tanggal pelaporan. 
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 
penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo 
anggaran lebih (SAL) awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA/SiKPA), koreksi dan saldo anggaran lebih (SAL) akhir.  
5. Laporan Operasional  
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin pada pendapatan-LO, beban dan 
surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 
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7. Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas 
dalam rangka pengungkapan yang memadai. 
F. Prinsip Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan 
Berikut ini adalah delapan prinsip yang  digunakan dalam akuntansi 
pelaporan keuangan pemerintah menurut PP Nomor 24 tahun 2005, yaitu: 
1. Basis Akuntansi 
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 
adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, 
dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan 
disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib 
menyajikan laporan demikian.  
Basis akrual untuk laporan operasional berarti bahwa pendapatan 
diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun 
kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas 
pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan 
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum 
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 
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Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula 
pada laporan operasional.  
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, 
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan 
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan 
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas 
Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan 
dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis 
akrual.  
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
2. Prinsip nilai historis (HistoricalCost) 
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 
sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset 
tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara 
kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa 
yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih 
dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat 
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai 
wajar aset atau kewajiban terkait. 
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3. Prinsip realisasi (Realization) 
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan 
digunakan untuk membayarutang dan belanja dalam periode tersebut. 
Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka 
pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran 
dan telah menambah atau mengurangi kas. 
Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue 
principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan 
sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (Substance OverForm) 
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi 
atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka 
hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
5. Prinsip periodesitas (Periodicity) 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu 
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat 
diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.Periode 
utama yang digunakan adalah tahunan.Namun, periode bulanan, triwulanan, 
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dan semesteran juga dianjurkan. 
6. Prinsip konsistensi (Consistency) 
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa 
dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi 
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu 
metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.  
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa 
metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik 
dibanding metode lama.Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
7. Prinsip pengungkapan lengkap (Full Disclosure) 
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna.Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan 
keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan 
keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 
8. Prinsip penyajian wajar (Fair Presentation) 
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat 
diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian 
peristiwa dan keadaan tertentu.  
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Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta 
tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan 
laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada 
saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau 
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan 
terlalu rendah.  
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak 
memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja 
menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja 
mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan 
keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 
G. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan 
informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 
terutama di instansi pemerintah dengan maksud mempertanggungjawabkan 
kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas yang telah dilakukan 
.sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  (PSAP) Nomor 1 tentang 
penyajian laporan keuangan, bahwa „ laporan keuangan merupakan laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan tranksaksi- tranksaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan”.  
H. Standar Akuntansi Pemerintah 
Indonesia mulai menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi 
daerah sejak Tahun 2001.Kebijakan ini mengubah penyelenggaraan 
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pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi yang 
berarti ada penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat 
kepada Pemerintah daerah.Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung 
jawab untuk mengurus umah tangganya sendiri, baik dari segi administratif 
pemerintahan maupun dari segi pengelolaan keuangannya yang dibutuhkan 
untuk kegiatan operasionalnya dan pelayanan kepada masyarakat.Oleh karena 
itu, pemerintah daerah di tuntut untuk melakukan transparansi dan 
pertanggungjawab pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan 
bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) . Pada bulan 
juni 2005, pemerintah menetepakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi 
Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi 
Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam 
upaya meningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia 
(Bastian,2005). 
Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah Laporan 
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Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2010 Instansi Pemerintahan 
dengan basis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005. Winarna (2006) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah 
mencakup isi yang terdiri dari : 
1. Definisi  
2. Pengukuran atau penilaian  
3. Pengakuan 
4. Penyajian dan pengungkapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi salah satu aspek yang sangat 
penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan 
keuangan pemerintahan. Menurut Mahmudi (2011), Pelaporan keuangan 
pemerintah disajikan secara spesifik untuk menyajikan informasi yang berguna 
untuk pengambilan keputusan dan untuk mrnunjukan akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,dengan : 
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 
daya keuangan, 
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 
daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan 
peraturan perundang-undangan. 
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai. 
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4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya. 
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang dan pinjaman. 
6. Menyediakan infomasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan 
Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah 
(Pemda) dituntut untuk menyajikan dan dan mengungkapkan elemen akuntansi 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar yang 
berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Pengungkapan wajib dalam 
penelitian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  Elemen yang wajib diungkapkan 
pemerintah daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah elemen-
elemen yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 71 Tahun 2010 
yaitu yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 5 sampai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 
Nomor 9. 
I. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi harus 
melaporkan secara akrat informasi yang diungkapkan dalam LKPD.Sesuai 
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Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tingkat pengungkapan yang harus 
diungkapkan adalah: 
1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan 
entitas akuntansi) 
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan 
ekonomi mikro 
3. Penyajian ikhtisar Pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 
4. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi 
keuangan 
5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 
lembar muka laporan keuangan 
6. Pengungkapan lainnya 
7. Penutup 
J. Rerangka Pikir 
Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dalam lima 
tahun anggaran terakhir, memperoleh opini yang belum memuaskan bagi semua 
pihak yaitu opini Disclaimer (tidak menyatakan pendapat).  Penelitian ini 
menggunakan Teori Kepatuhan ( Compliance Theory) sebagai teori yang 
digunakan dalam pengungkapan laporan keuangan untuk mengetahui apakah 
sejauh ini pembuat laporan keuangan sudah mengimplementasikan Standar 
Keuangan Akuntansi yang berlaku dengan benar atau tidak. Jika sudah sesuai 
dengan Standar Keuangan Akuntansi maka ssecara tidak langsung laporan 
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keuangan akan tersusun dengan rapi. Adapun rerangka pikir penelitian ini dapat 
disajikan sebagai berikut:  
Gambar 2.2 
Rerangka Pikir 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan 
interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh 
pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminati (Leo, 2013: 101). 
Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya 
bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian 
kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan 
persepsi dibawah partisipan.Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif 
karena didasarkan pada dua alasan, pertama permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan 
konseptual dan pemikiran–pemikiran yang mendalam dalam mengkaji 
permasalahan yang ada.Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada 
keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiyah. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. 
Balang Toa, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi selatan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.Pendekatan 
studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan 
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terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai 
sumber informasi.Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang tepat untuk 
dapat mengungkapkan mengapa dan bagaimana bagian, komponen, atau unit 
tersebut saling berkaitan untuk membentuk fungsi.Metode tersebut harus mampu 
menggali fakta dari berbagai sumber data, menganalisis dan 
menginterpretasikannya untuk mengangkat subtansi mendasar yang terdapat 
dibalik kasus yang diteliti. 
Sugiyono (2005: 89) menjelaskan bahwa teknik analisis data kualitatif 
adalah: “Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh 
melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
memilih aman yang penting dan akan digunakan dalam penelitian serta membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca”. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder.Data primer menurut Kuncoro (2013:148) adalah data yang dapat 
diperoleh melalui survei lapangan menggunakan semua metode pengumpulan data 
original.Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 
diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang 
dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan 
variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 
yang menunjang data primer. Data sekunder menurut Wandansari (2013:561) 
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adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data serta 
dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini data 
diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten jeneponto pada tahun 2016, dan hasil penelitian 
dan kajian terdahulu yang dianggap relevan untuk kajian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Sugiyono (2014:231) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai 
teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 
Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap 
muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan 
dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung.Wawancara 
dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili. 
2. Observasi 
Observasi, menurut Sukardi (2003:78), observasi atau yang disebut 
pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 
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dan lebih banyak menggunakan salah satu dari panca indra yaitu indra 
penglihatan.Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 
mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan 
dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan 
kondisi di lapangan yang terdapat pada obyek penelitian, selanjutnya 
membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut. 
3. Dokumentasi 
Dokumen menurut Sugiyono, (2005: 240) merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu.Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
foto, gambar, serta data-data mengenai objek penelitian.Dokumentasi 
bermanfaat sebagai penyedia data untuk keperluan penelitian. 
4. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, PSAP dan 
perundang-undangan terkait dengan objek penelitian  untuk mendapatkan 
konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji 
sebagai penunjang penelitian. 
5. Internet searching  
Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet 
guna melengkapi referensi penulis  serta digunakan untuk menemukan 
fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti. 
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan 
menjadi pihak yang terjun langsung kelapangan serta harus berinteraksi dengan 
orang-orang yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini. Selain 
peneliti, instrumen lain dalam penelitian kualitatif adalah alat-alat yang digunakan 
oleh peneliti dalam menunjang jalannya penelitian tersebut. Alat yang akan 
digunakan dalam penelitian ini berupa buku catatan, pulpen, alat perekam suara, 
kamera serta laptop. Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi 
sampel bertujuan.Jadi, peneliti memilih sampel dari orang-orang atau pihak-pihak 
yang mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. 
F. Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya  
proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat 
dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut: 
1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan 
pencarian materi penelitian  dari  berbagai  literatur  yang  digunakan  
sesuai  dengan  pokok  masalah  yang telah  diajukan  pada  rumusan  
masalah.  Data  yang  relevan dianalisis secara  cermat, sedangkan yang 
kurang relevan disisihkan. 
2. Penyajian data  yang  dilakukan  peneliti  dengan menggunakan metode 
deskriptif. diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi 
penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan 
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mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh yang 
berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu 
kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan 
masalah.  
3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah 
dilakukan, peneliti mencari makna dari  setiap gejala yang diperolehnya 
dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam 
penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari 
penelitian ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif 
menggunakan validitas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada 
penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), danrealibilitas 
(dependability) padaaspekkonsistensi, sertaobyektivitas (confirmability) 
padaaspeknaturalis.Padapenelitiankualitatif, tingkatkeabsahanlebihditekankanpada 
data yang diperoleh.Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian 
dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah 
penelitian.Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua pengujian yang 
sesuai, yaitu uji creadibility (validitas internal), transferability (validitas 
eksternal). 
1. Validitas Internal (Credibility) 
Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 
(validitas internal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan proses diuji 
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kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian 
kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,  peningkatan 
ketekunan dalam penelitian, triangulasi,  diskusi dengan teman sejawat,  
analisis kasus negatif, dan member check. 
a. Perpanjangan Pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak 
antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang 
disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain 
itu, perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan 
kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan 
dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.  
b. Meningkatkan Ketekunan, pengamatan yang cermat dan 
berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang 
dilakukan oleh peneliti. Inidimaksudkangunameningkatkankredibilitas 
data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti dapat mendeskripsikan data 
yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 
c. Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik 
tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan 
pembanding terhadap data yang telah ada. Triangulasi meliputi empat hal 
yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data 
dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan tiga dari empat 
jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu : 
1. Triangulasi teori, pengunaan berbagai teori untuk memastikanbahwa 
data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat, selanjutnya 
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dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini 
Compliance Theory digunakan untuk memaknai kepatuhan dalam 
pengungkapan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data seperti 
dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan 
mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut 
pandang yang berbeda dan menggali kebenaran informasi penelitian 
melalui sumber lain agar dapat memberikan bukti dan keandalan yang 
berbeda.  
3. Triangulasi metode, membandingkan informasi atau data dengan cara 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk 
memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang 
utuh mengenai informasi tertentu. 
d. Menggunakan Bahan Referensi. Bahan referensi adalah pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang 
dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera, handycam dan lain 
sebagainya yang dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan 
penelitian. Bahan referensi yang dimaksud ini sangat mendukung 
kredibilitas data. 
e. Diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada bidangnya dan 
mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memperoleh 
kemantapan terhadap hasil penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti 
40 
 
 
 
dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan 
kesempatan awal yang baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan 
hasil penelitian dengan orang yang dianggap kompeten. 
2. Validita Eksternal (Transferability) 
Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat 
universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang mirip 
dengan objek penelitian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka pengujian 
transferability perlu dilakukan guna memberikan uraian yang rinci, jelas dan 
sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian.Dengan 
demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena telah memahami 
seluk beluk data yang diperoleh da lam penelitian. Pembaca akan bijak untuk 
menerapkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks dan situasi yang 
identik dengan penelitian yang dimaksud. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 
a. Selayang Pandang 
Penetapan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan 
banyak tokoh di daerah ini.kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan 
beberapa versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari 
Jadi Kabupaten Jeneponto. 
Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan momentum 
awal dan tercatatnya sebuah sejarah Bangsa, Negara, dan Daerah. Oleh karena itu, 
kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi peradaban 
manusia.Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 
yang terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri 
seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya 
kepastian akan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya 
yang melibatkan berbagai elemen di daerah ini melalui seminar-seminar yang 
dilaksanakan secara terpadu.  
Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut, 
diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi 
Kabupaten Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosio-kultural, 
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dan struktur pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik 
Indonesia, maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol 
adat istiadat yang dipegang teguh, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam 
meneruskan pembangunan. Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua 
pendekatan yaitu tanggal, bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya, 
serta pendektan dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan maupun tahun-
tahun yang mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya 
suatu daerah, yang dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa 
yang pernah terjadi. 
Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut di 
atas yaitu: 
 Pertama: 
November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan 
Binamu dengan Laikang.Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea 
melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial 
Belanda. 
Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu.Tahun itu 
mulai diangkat “Todo” sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili 
masyarakat. 
Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-Undang No. 29 
Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi 
Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.  
 
43 
 
 
 
 Kedua: 
Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani 
masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang 
diangkat secara demokratis oleh “Toddo Appaka” sebagai lembaga 
representatif masyarakat Turatea. 
Mundurnya Kareang Binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan 
terhadap pemerintah kolonial Belanda. 
 Lahirnya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959. 
Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah 
Belanda.Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya 
Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda 
dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. 
Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu 
(Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang 
melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan demikian, 
penetapan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto yang disepakati oleh pakar 
pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari 
seminar Hari Jadi Kabupaten Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, 
tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan 
merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.  
 Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, maka Hari jadi Jeneponto 
ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan dikukuhkan dalam peraturan 
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Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 April 
2003. 
b. Letak Geografis 
Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang 
± 95 di bagian selatan.Secara geografis terletak diantara 50 16‟ 13” – 50 39‟ 35” 
Lintang Selatan dan 120 40‟ 19” – 120 7‟ 51” Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto 
berbatasan dengan: Ditinjau dari batas-batasnya maka pada sebelah Utara 
berbatasan dengan Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah 
Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Bantaeng. 
Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2. 
Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis penggunaan 
tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 1999 adalah 
Tegalan/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah Sawah Panen 
Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga adalah Hutan Negara 
seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk Pekarangan 
seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah Ladang/ Huma seluas 31 ha 
atau 0,04%.  
c. Topografi 
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya 
memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat bahwa pada bagian 
Utara terdiri dari daratan tinggi dan bukti-bukti yang membentang dari Barat ke 
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Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut. 
Daerah ini cocok bila dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura 
dan sayur-sayuran. 
Dibagian tengah Kabupaten Jeneponto meliputi wilayah-wilayah dataran 
dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan 
bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 
sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.  
Daerah ini nilai ekonominya cukup potensial untuk pengembangan 
tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan.Pada bagian Selatan meliputi 
wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di 
atas permukaan laut. Daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila 
dijadikan sebagai area pengembangan industri penggaraman dan daerah ini telah 
tumbuh usaha penggaraman rakyat. 
1) Tanah dan Geologi 
Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) 
golongan jenis tanah yaitu:  
a) Jenis Tanah Alluvial 
Jenis tanah semacam ini terdapat di Kecamatan Bangkala dan Alluvial 
Coklat Kelabu terdapat di Kecamatan Binamu dan Tamalate. 
b) Jenis Tanah Gromosal 
Jenis tanah gromosal kelabu terdapat di Kecamatan Bangkala, dan 
Gromosal Kelabu Tua terdapat di Kecamatan Binamu, Tamalate dan 
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Batang.Gromosal Hitam terdapat di Kecamatan Tamalate, Binamu dan 
Batang. 
c) Jenis Tanah Mediteren 
Jenis tanah mediteren coklat terdapat di kecamatan Bangkala, Batang 
dan Kelara.Sedangkan Mediteren Coklat Kemerah-merahan terdapat di 
Kecematan Bangkala, Tamalate, Binamu dan Kelara. 
d) Jenis Tanah Lotosal 
Jenis tanah Lotosal Coklat Kekuning-kuningan terdapat di Kecamatan 
Bangkala, Tamalate dan Kelara.Sedangkan Lotosal Kemerah-merahan 
terdapat di Kecamatan Kelara. 
e) Jenis Tanah Andosil 
Jenis tanah Andosil Kelabu terdapat di Kecamatan Kelara. 
f) Jenis Tanah Regional 
Jenis tanah Regonal Coklat terdapat dilima kecamatan dalam wilayah 
Kabupaten Jeneponto. Dengan adanya 6 (enam) jenis tanah di 
Kabupaten Jeneponto, maka pola penggunaan tanah di Kabupaten 
Jeneponto lebih bervariatif dibanding dengan pola dari daerah lain. 
Pada umumnya penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto disesuaikan 
pemanfaatannya, lahan yang ada terbagi untuk perkampungan, 
pesawahan, tegalan, perkebunan, kebun campuran, tambah/empang 
serta areal hutan, alang-alang dan lain-lain. 
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2) Musim 
Keadaan musim di kabupaten Jeneponto pada umumnya sama 
dengan keadaan musim di daerah kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi 
Selatan. Yang dikenal dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim 
kemarau.Musim hujan terjadi antara bulan Novemberr sampai dengan bulan 
April.Adapun musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai dengan 
bulan Oktober. 
3) Curah Hujan 
Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak 
merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah basah dan wilayah semi 
kering.Curah hujan yang tertinggi terjadi pada tahun 1999 yang jatuh pada 
bulan Januari sedangkan curah hujan terendah atau kering terjadi pada bulan 
Juni, Agustus, September, dan Oktober. 
4) Iklam 
Ditinjau dari klarifikasi iklim maka Kabupaten Jeneponto memiliki 
beberapa tipe iklim, tipe iklim tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Tipe iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara 
berurutan berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah sekitar 1-3 bulan. 
b. Tipe iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan 
lembab berkisar 2-4 bulan. Tipe ini dijumpai pada daerah ketinggian 
700-1.727 m diatas permukaan laut yakni pada wilayah kecamatan 
Kelara.  
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d. Visi dan Misi 
1. VISI 
Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan dari nilai, arah, 
dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat diyankini sebagai pengaruh 
dalam pelaksanaan aktivitas tujuan organisasi. Visi Kabupaten Jeneponto yaitu 
“Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Penataan Daya Saing 
Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera”. 
2. Misi 
Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 
Oleh karena itu guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan misi yang 
merupakan pernyataan tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi yang 
bersangkutan. Misi yang ditetapkan  ini menjadi tuntutan bagi manajemen dalam 
menjalankan organisasinya. Penetapan misi merupakan hal yang sangat penting 
dan diperlukan guna mengarahkan operasional kegiatan menuju sasaran-sasaran 
yang telah ditentukan melalui strategi yang telah dipilih. 
Mengacu pada visi yang telah ditetapkan, Kabupaten Jeneponto 
menjabarkan ke dalam misi yang harus dilaksanakan yang selanjutnya akan 
dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran organisasi yang harus dicapai oleh 
segenap jajaran manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Jeneponto 
telah merumuskan misi sebagai berikut: 
1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik 
2. Meningkatkan kualitaas sumber daya manusia 
3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat 
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4. Meninjau tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, 
transparan dan akuntabel 
5. Mewujudkan pembangunan infrasrtuktur dan pelayanan dasar di setiap 
desa/kelurahan 
6. Meningkatkan kualitas beragama 
e. Fungsi Satuan Perangkat Daerah 
Setiap Daerah, Kabupaten atau Kota dibentuk Perangkat Daerah atau 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjalankan urusan 
pemerintahan, Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja. SKPD 
adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab 
baik kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai wujud penyelenggaraan 
pemerintah yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan juga lembaga 
teknis daerah serta kecamatan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan 
kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
disebutkan bahwa  Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD 
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.  
SKPD adalah entitas (konsep) akuntansi unit pemerintahan sebagai 
pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus 
menyelenggarakan akuntansi atau transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas 
dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung 
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jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan 
unit kerja, sedangkan laporan keuangan yang harus setiap unit kerja adalah 
laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.Laporan 
keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
f. Daftar Dinas 
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 5 
November 2018. Selama proses penelitian data yang diperoleh dan yang dapat 
diolah oleh peneliti yaitu di 2 SKPD. Berikut daftar 2 SKPD Kabupaten 
Jeneponto: 
1. Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Jl. Pelita Empoang, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 
2. Dinas Pertanian 
Jl. Balang Toa, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Proses Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto 
Indonesia mulai menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi 
daerah sejak Tahun 2001.Kebijakan ini mengubah penyelenggaraan 
pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi yang 
berarti ada penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat 
kepada Pemerintah daerah.Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung 
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jawab untuk mengurus umah tangganya sendiri, baik dari segi administratif 
pemerintahan maupun dari segi pengelolaan keuangannya yang dibutuhkan 
untuk kegiatan operasionalnya dan pelayanan kepada masyarakat.Oleh karena 
itu, pemerintah daerah di tuntut untuk melakukan transparansi dan 
pertanggungjawab pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan 
informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 
terutama di instansi pemerintah dengan maksud mempertanggungjawabkan 
kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas yang telah dilakukan 
.sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  (PSAP) Nomor 1 tentang 
penyajian laporan keuangan, bahwa “laporan keuangan merupakan laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan tranksaksi- tranksaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan”.  
Abdul Halim dan Mamduh H. Hanafi dalam bukunya Analisis Laporan 
Keuangan mendefinisikan laporan keuangan adalah : 
Bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses 
akuntansi dalam mengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan 
pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk menilai 
(judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi 
tersebut (Mamdul M. Hanafi, 1995)  
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan 
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bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah harus disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) . 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Pertanian 
dan Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan proses pembuatan laporan keuangan 
yaitu sudah sesuai dengan SAP yang belaku. Ketika di konfirmasi terkait hal ini, 
Bendahara Aset di Dinas Pertanian Pak Rahmat menyatakan sebagai berikut: 
“ Proses pembuatan laporan keuangan  yang kami gunakan itu sudah 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dek. Karna memang 
sudah seharusnya seperti itu aturanya yang digunakan. Sebentar sy 
carikanki baru lihat mi dek laporan keuangan yang ada di disini”. 
Lebih lanjutnya penulis menanyakan hal yang sama yaitu mengenai 
proses pembuatan laporan keuangan di Dinas Pekerjaan umum. Pak Sahrir 
mengatakan sebagai berikut; 
“ Peraturannya sudah sesuai dek disini dengan itu Standar Akuntansi 
Pemerintah, malah disini mulai digunakan aplikasi juga untuk 
membuat laporan keuangan. Kita juga disini lagi mempelajari lebih 
dalam lagi ini aplikasi yang mempermudah untuk kita membuat 
laporan keuangan. ”. 
Laporan keuangan pokok yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2010 Instansi Pemerintahan 
dengan basis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
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2005. Winarna (2006) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah 
mencakup isi yang terdiri dari : 
1. Definisi  
2. Pengukuran atau penilaian 
3. Pengakuan 
4. Penyajian dan pengungkapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi salah satu aspek yang sangat 
penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan 
keuangan pemerintahan. Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian 
laporan keuangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri atas:  
1. Laporan Realisasi Anggaran  
2. Neraca  
3. Laporan Arus Kas  
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
5. Laporan Operasional  
6. Laporan Perubahan Ekuitas  
7. Catatan atas Laporan Keuangan  
Menurut Mahmudi (2011), Pelaporan keuangan pemerintah disajikan 
secara spesifik untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 
daya yang dipercayakan kepadanya,dengan : 
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 
daya keuangan. 
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“ Kalau untuk penggunaan sumber daya keuangan disini itu ada 
memang rinciannya dek. Misalnya anggaran untuk tahun 2018 itu 
apa-apa saja yang kantor butuhkan maka kami masukan di anggaran 
belanja. Seperti beberapa minggu kemarin baru saja kami membeli 
laptop baru untuk keperluan kantor, disini kwitansi ataupun nota 
pembeliannya kami simpan sebagai bukti pengeluaran anggaran”.  
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 
daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan 
peraturan perundang-undangan. 
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai. 
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya. 
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang dan pinjaman. 
6. Menyediakan infomasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan 
Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah 
(Pemda) dituntut untuk menyajikan dan dan mengungkapkan elemen akuntansi 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar yang 
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berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengungkapan wajib 
dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Elemen yang wajib diungkapkan pemerintah daerah dalam Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah adalah elemen-elemen yang tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 71 Tahun 2010 yaitu yang tertuang dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 sampai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 9. 
2. Opini Audit atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto 
Secara umum pemeriksaan adalah suatu proses yang sistematik untuk 
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-
pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan 
kriteria yang telah ditetapkan serta  menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai 
yang berkepentingan.  Menurut pendapat Boynton, Johnson dan Kell definisi 
pemeriksaan atau auditing adalah : 
“Suatu proses sistematis yang memperoleh serta mengevaluasi bukti 
secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa 
ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-
asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 
serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.” (William C. Boynton, 2001)  
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Definisi pemeriksaan atau auditing tersebut memiliki unsur-unsur penting 
yaitu : 
1. Suatu Proses Sistematik 
Berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis,  berkerangka 
dan terorganisasi. Pemeriksaan akuntan dilaksanakan dengan suatu urutan 
langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. 
2. Untuk Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti Secara Obyektif   
Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang  
mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta 
untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-
bukti tersebut.  
3. Pernyataan Mengenai Kegiatan dan Kejadian Ekonomi   
Yang dimaksudkan dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian 
ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan 
proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi 
ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini 
menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam  laporan keuangan 
yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok ; laba rugi, 
neraca, laporan laba ditahan dan laporan  perubahan posisi keuangan.   
4. Menetapkan Tingkat Kesesuaian   
Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil 
pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan sesuai  
tidaknya pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
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Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut 
kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula dapat bersifat 
kualitatif. 
5. Kriteria yang Telah Ditetapkan   
Standar  atau patokan yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan 
(yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa : 
a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif   
b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan manajemen   
c. Prinsip akuntansi yang lazim (generally accepted accounting 
principles)  
6. Penyampaian Hasil   
Penyampaian hasil pemeriksaan akuntan sering disebut dengan 
pengesahan (attestation).Pernyataan hasil ini dilakukan secara tertulis 
dalam bentuk laporan akuntan (audit report).Pengesahan dalam bentuk 
laporan tertulis ini dapat menaikan atau menurunkan tingkat kepercayaan 
masyarakat keuangan atas pernyataan yang dibuat oleh pihak yang 
diperiksa. 
Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat 
jenis opini  yaitu: 
a. Opini Unqualified (Wajar Tanpa Pengecualian)  
Pendapat ini diberikan kepada laporan yang sudah memenuhi kriteria yang 
ditetapkan, yaitu sesuai dengaan SAP. Pendapat auditor yang dituangkan 
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dalam laporan audit paling umum adalah laporan audit standar yang 
unqualified, yang biasa juga disebut laporan standar bentuk pendek. 
b. Opini Qualified (Wajar dengan Pengecualian) 
Opini terhadap laporan keuangan yang muncul ketika terdapat 
ketidaksesuaian (kekeliruan penyajian) yang tidak begitu signifikan 
terhadap kriteria yang ditetapkan. Secara spesifik, ada beberapa kondisi 
yang menyebabkan dikeluarkannya opini qualified dimana kondisi tertentu 
itu, pertama, tidak ada bukti yang kompeten yang cukup atau adanya 
pembatasan lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan 
bahwa ia tidak dapat memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 
dan ia berkesimpulan tidak memberikan opini disclaimer. Kedua, auditor 
yakin, atas dasar audit yang telah dilaksanakannya bahwa laporan 
keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, 
yang berdampak material, tetapi ia berkesimpulan untuk tidak memberikan 
opini adverse. 
c. Opini Adverse (Opini Tidak Wajar) 
Opini adverse menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan 
diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga 
informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh 
para pengguna laporan keuangan. 
d. Opini Disclaimer (Menolak Memberikan Pendapat) 
Opini disclaimerakan dikeluarkan ketika auditor mengalami 
ketidakmampuan untuk menilai bahwa keseluruhan laporan keuangan 
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disajikan secara wajar. Terdapat dua kondisi pokok yang mengakibatkan 
auditor mengeluarkan opini ini yaitu adanya pembatasan lingkup audit 
(severe limitation on thescope of the audit) dan terdapat hubungan yang 
tidak independen (nonindependentrelationship) antara auditor dengan 
klien. Terjadinya salah satu kondisi tersebut menimbulkan 
ketidakmampuan auditor untuk menyampaikan pendapat atas laporan 
keuangan secara menyeluruh. 
Opini Disclaimer (menolak memberikan pendapat) yang didapat oleh 
Kabupaten Jeneponto pada tahun anggaran 2016 menjadi satu-satunya kabupaten 
dan kota di sulawesi selatan yang pengelolaan keuanganan asetnya kurang rapi. 
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Jeneponto mengatakan Pemkab Jeneponto mengalami disclaimer karena BPK 
menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain di 
Dinas PU, DPRD dan  Dinas Pertanian . “ Temuan BPK di Dinas PU yakni 
sebesar Rp 5,7 miliar sedangkan di DPRD tentang uang makan minum sebesar 
Rp. 600 juta rupiah yang diduga peruntukannya kurang jelas”,katanya. (Antara, 
2017). 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Pertanian dan 
Dinas Pekerjaan Umum, Opini Disclaimer  disebabkan oleh Aset. Ketika di 
konfirmasi masalah opini disclaimer, Pak Rahmat yang merupakan Bendahara 
Aset di Dinas Pertanian, mengatakan sebagai berikut ; 
“ Oh masalah itu di‟. Itu opini disclaimer nya gara-gara aset, karena 
barang yang sudah tidak ada masih di catat di laporan keuangan. 
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Disini itu masih tinggi rasa malunya. Kayak begini, ada kendaraan 
(motor) yang diberikan kepada pegawai tetapi pada saat pegawai itu 
keluar ( pindah tugas) dari kantor ini tetapji na bawa itu motor tidak 
na kasih kembaliki baru kita juga maluki kalau mauki minta itu motor 
di orangnya. Nah disitumi kesalahannya karna masih di catat disini 
sedangkan itu kendaraan tidak adami disini”.  
Sama halnya ketika penulis mengkonfirmasi hal yang sama yaitu 
tentang opini disclaimer yang didapatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pak 
Sahrir yang merupakan Bendahara Aset menyatakan  sebagai berikut : 
 ” Dari yang ku lihat itu dek, disini memang masih kurang sekali 
kesadarannya pegawai. Apalagi yang biasa dipanggil karaeng, dan 
salahnya juga kita disini karna nda enakanki. Nda enakki kalau 
mauki menegur langsung. Sebenarnya masalahnya itu disini karena 
asetji memang dek. Kayak begitumi kendaraan yang na bawa 
pegawai padahal bukanmi pegawainya disini”. 
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa opini disclaimer yang di 
dapatkan oleh Pemda Kabupaten Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas 
Pekerjaan Umum disebabkan oleh Aset, karena pembuat laporan keuangan masih 
mencatat barang yang sudah tidak ada didalam laporan keuangan.Hal ini 
disebabkan karena kurangnya kesadaran pegawai dan masih tingginya rasa malu 
kepada pejabat yang memakai kendaraan tersebut. Lebih lanjut disampaikan oleh 
salah satu staf  Dinas pertanian bahwa:  
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“ Iya dek, cocokmi itu yang na bilangan ki tadi pak rahmat, jadi 
sebenarnya permasalahannya itu cuma di asetji saja”. 
Pemberian opini tersebut didasarkan atas kriteria menurut Undang-Undang 
Nomor 15  Tahun  2004  Penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria 
(a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan 
pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan 
perundang- undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern(SPI). 
Opini disclaimer muncul jika ruang lingkuppemeriksaan auditor 
dibatasioleh klien. Ketika auditor tidakdapat mengumpulkan bukti audityang 
memadai untuk menyimpulkanapakah laporankeuangan telah disajikan 
sesuaidengan GAAP/PSAK, maka terdapatsuatu pembatasan ataslingkup audit. 
Terkait denganpembatasan ruang lingkup auditordalam pemeriksaan 
laporankeuangan klien, Boynton (2006:92), menyatakan bahwa:Keputusan auditor 
mengenai pendapat disclaimer yaitu karena keterbatasan ruang lingkup pada 
laporan keuangan yang diaudit. Opini disclaimer adalah tepat ketika auditor tidak 
melakukan audit yang cukup dalam ruang lingkup untuk memungkinkan dia untuk 
membentuk opini atas laporan keuangan. Selain itu, ketika entitas memberlakukan 
pembatasan ruang lingkup yang signifikan, auditor akan secara berkala 
melepaskan pendapat atas laporan keuangan. 
Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 
faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan 
62 
 
 
 
pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian 
internal.Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian opini BPK-RI 
atas LKPD (Maabuat dkk, 2016). 
Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai 
dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.Kepatuhan 
menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan 
aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.Hal ini bertujuan 
untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, perartuan, dan 
undang-undang tertentu. 
Ketika di konfirmasi terkait dengan bagaimana kepatuhan laporan 
keuangan di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, Pak Rahmat 
menyatakan sebagai berikut; 
“ Kepatuhan disini Alhamdulillah kita sudah patuh. Kenapa sy bilang 
sudah patuh ?karena disini kita sudah mengikuti semua prosedur 
dengan baik. Dari cara penyusunannya juga kami sudah mengikuti 
peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah”. 
Sama halnya ketika penulis mengkonfirmasi hal yang sama yaitu tentang 
pengungkapan laporan keuangan, bendahara aset Pak Sahrir menyatakan sebagai 
berikut; 
“ Kalau ditanya apakah laporan yang kami buat sudah patuh terhadap 
SAP yang berlaku maka sy jawab iya karena memang disini kami 
mengikuti itu Standar Akuntansi Pemerintah dek. Standar Akuntansi 
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Pemerintah itu peraturan jadi kami tidak berani untuk mau melenceng 
dari peraturan”. 
Kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 
secara jelas telah disebutkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 
Laporan Keuangan, bahwa ketetapan waktu merupakan karakteristik yang harus 
dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan. Semakin cepat informasi 
diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi tersebut bagi para pengguna 
laporan keuangan (IAI, 2012). Berikut penjelasan dari Pak Rahmat Bendahara 
Pengeluaran di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, beliau mengatakan bahwa : 
” Pengelolaan aset milik daerah disini memang belum tertib dek, yah 
seperti itumi yang tadi di awal ku bilang kalau kendaraan yang sudah 
tidak ada disini masih kita catatki dan laporan aset milik daerah belum 
disajikan secara tepat waktu mungkin itu juga yang menghasilkan 
kualitas laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini 
disclaimer.” 
Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. 
Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi 
yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. 
Mengenai pengungkapan laporan keuangan, Pak Rahmat menyatakan yaitu; 
“ Sejauh ini informasi yang kita sampaikan tidak adaji yang di 
sembunyikan. Apa yang dibutuhkan ataupun pertanyaan yang di 
lontarkan oleh Auditor kami jawab. Jadi kalau ada yang ditanyakan 
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mengenai laporan keuangan kita tidak ada itu istilah ditutup-tutupi 
informasi”. 
Menurut Suwardjono (2008) Ada dua jenis pengungkapan dalam 
hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar,yaitu: 
a. Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang 
disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. 
b. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang 
dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan 
yangberlaku. 
Tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi harus 
melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam LKPD.Sesuai 
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005Tingkat pengungkapan yang harus 
diungkapkanadalah: 
1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan 
entitas akuntansi) 
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan 
ekonomi mikro 
3. Penyajian ikhtisar Pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 
4. Dasar penyajian laporan keuangan danpengungkapan kebijakan 
akuntansi keuangan 
5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 
lembar muka laporan keuangan 
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6. Pengungkapan lainnya 
7. Penutup  
C. Pembahasan 
1. Proses Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto 
Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan 
informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 
terutama di instansi pemerintah dengan maksud mempertanggungjawabkan 
kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas yang telah dilakukan 
.sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  (PSAP) Nomor 1 tentang 
penyajian laporan keuangan, bahwa „ laporan keuangan merupakan laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan tranksaksi- tranksaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan”.  
Laporan keuangan dapat dikatakan sebagia hasil akhir  dari proses 
akuntansi yang menyajikan informasi- informasi tertentu dalam hal ini  laba rugi, 
neraca  dan  aliran  kas  yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-
pihak yang terkait. Laporan keuangan di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan 
Umum dalam proses pembuatan laporan keuangannya mengikuti Standar 
Akuntansi Pemerintah yang berlaku.  
Pada bulan juni 2005, pemerintah menetepakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas 
menuju akrual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, 
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam 
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menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian 
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai 
kekuatan hukum dalam upaya meningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah 
di Indonesia (Bastian,2005). 
Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi salah satu aspek yang sangat penting 
untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan 
pemerintahan. Komponen-komponen yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri atas:  
1. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 
2. Neraca  
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu.  
3. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas 
pada tanggal pelaporan. 
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4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 
penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo 
anggaran lebih (SAL) awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA/SiKPA), koreksi dan saldo anggaran lebih (SAL) akhir.  
5. Laporan Operasional  
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin pada pendapatan-LO, beban dan 
surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 
7. Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas 
dalam rangka pengungkapan yang memadai. 
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Elemen yang wajib diungkapkan pemerintah daerah dalam Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah adalah elemen-elemen yang tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 71 Tahun 2010 yaitu yang tertuang dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 sampai dengan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 9. 
Tabel 4.1 
Elemen Pengungkapan Wajib 
Elemen Pengungkapan Wajib PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi 
Persediaan 
1 Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. 
2 Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan 
yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau 
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang 
disimpan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang 
yang masih dalam proses produksi yang dimasudkan untuk dijual atau 
diserahkan kepada masyarakat. 
3 Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 
PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 
4 Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi 
5 Jenis-jenis investasi; investasi permanen dan investasi non permanen 
6 Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi 
jangka panjang 
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7 Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan 
tersebut 
8 Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya 
9 Perubahan pos investasi 
PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap 
10 Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 
11 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 
(penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai, 
dan mutasi asset tetap lainnya. 
12 Informasi penyusutan (nilai penyusutan, metode penyusutan, masa 
manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi 
penyusutan pada awal dan akhir peride) 
13 Eksistensi dan batasan hak milik atas asset tetap 
14 Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan asset 
tetap 
15 Jumlah pengeluaran pada pos asset tetap dalam konstruksi 
16 Jumlah komitmen untuk akuisisi asset tetap; jika asset tetap dicatat 
pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan 
17 Dasar peraturan untuk menilai kembali asset tetap 
18 Tanggal efektif penilaian kembali 
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19 Jika ada, nama penilai independen 
20 Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya 
pengganti 
21 Nilai tercatat setiap jenis asset tetap  
PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 
22 Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat 
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. 
23 Nilai kotrak konstruksi dan sumber pembiayaannya 
24 Jumlah biaya yang telah dikeluarkan 
25 Uang muka kerja yang diberikan  
26 Retensi 
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 
27 Daftar skedul utang 
28 Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang di 
klasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman 
29 Jumlah saldo kewajiban berupa utangpemerintah berdasarkan jenis 
sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya 
30 Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat 
bunga yang berlaku 
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31 Konsekuensi dilakukannya penyelasaian kewajiban sebelum jatuh 
tempo 
32 Perjanjian restrusturisasi utang 
33 Jumlah tunggakan pinjama yang disajikan dalam bentuk daftar umur 
utang berdasarkan kreditur  
34 Biaya pinjaman. 
Sumber: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 71 Tahun 2010. 
 
2. Opini Audit atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jeneponto 
Opini disclaimer adalah tepat ketika auditor tidak melakukan audit yang 
cukup dalam ruang lingkup untuk memungkinkan dia untuk membentuk opini atas 
laporan keuangan. Selain itu, ketika entitas memberlakukan pembatasan ruang 
lingkup yang signifikan, auditor akan secara berkala melepaskan pendapat atas 
laporan keuangan. 
Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto belum pernah 
memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini antara lain terjadi 
karena Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto belum tertib. 
Tertibnya pengelolaan barang (aset) milik daerah membawa efek yang signifikan 
terhadap kesempurnaan penyajian necara daerah yang disiapkan untuk keperluan 
pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan (BPK RI, 2017; 
Antara, 2017) 
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Opini Disclaimer (menolak memberikan pendapat) yang didapat oleh 
Kabupaten Jeneponto pada tahun anggaran 2016 menjadi satu-satunya kabupaten 
dan kota di sulawesi selatan yang pengelolaan keuanganan asetnya kurang rapi. 
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Jeneponto mengatakan Pemkab Jeneponto mengalami disclaimer karena BPK 
menemukan sistem pengelolaan keuangan di beberapa instansi antara lain di 
Dinas PU, DPRD dan  Dinas Pertanian .  
Opini disclaimer yang di dapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan oleh Aset. 
Karena pembuat laporan keuangan masih mencatat barang yang sudah tidak di ada 
di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan dicatat didalam laporan 
keuangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pegawai yang 
seharusnya sudah tidak memiliki hak terhadap barang tersebut dan masih 
tingginya rasa malu kepada Pegawai yang memakai kendaraan tersebut untuk 
memberitahukannya.  
Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti 
prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang 
berwenang.Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai 
dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.Dinas Pertanian dan Dinas 
Pekerjaan Umum sudah patuh dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang 
berlaku.Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 
faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan 
pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian 
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internal.Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian opini BPK-RI 
atas LKPD (Maabuat dkk, 2016). 
Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dalam membuat laporan 
keuangannya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, 
hanya saja pengelolaan aset milik daerah belum tertib dan laporan aset milik 
daerah belum disajikan secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas 
laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini disclaimer. 
Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan yang diterapkan pada pemerintah 
yang dimana pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai 
pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada 
regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan 
yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan Good 
Governance (Septiani,2005; Ramli,2014). 
Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah yang dimana pemerintah 
dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai 
dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan 
tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut 
kemungkinan pemerintah akan mewujudkan Good Governance (Septiani,2005; 
Ramli, 2014). 
Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 
faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan 
pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. 
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Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan 
kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian opini BPK-RI atas LKPD 
(Maabuat dkk, 2016).Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas laporan 
kuangan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar 
penilai BPK-RI dalam memberikan opini maka setiap LKPD wajib mentertibkan 
aset milik daerah yang berada di SKPD tersebut. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses laporan 
keuangan dan bagaimana kepatuhan laporan keuangan pemerintah daerah 
kabupaten jeneponto. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Proses pembuatan laporan keuangan yang di gunakan oleh Dinas Pertanian 
dan Dinas Pekerjaan Umum yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintah. 
2. Opini Disclaimer yang di dapatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto di Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum disebabkan oleh 
aset. Pengelolaan aset milik daerah belum tertib dan laporan aset milik 
daerah belum disajikan secara tepat waktu sehingga menghasilkan kualitas 
laporan keuangan yang mengakibatkan pemberian opini disclaimer. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat 
beberapa keterbatasan yang ada yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan satu landasan teori yaitu teori 
kepatuhan. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah landasan 
teori yang digunakan agar hasil penelitian dapat dikaji lebih luas. 
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C. Saran 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat 
beberapa saran atas keterbatasan yang ada, demi perbaikan yang akan datang, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, terkhusus pada Dinas Pertanian 
dan Dinas Pekerjaan Umum, diharapan agar selalu berupaya dalam 
meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah daerah untuk 
menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dengan 
melakukan sensus barang dan buku mutasi barang serta pemanfaatan 
terhadap sistem informasi pengelolaan asett milik daerah agar pengelolaan 
aset milik daerah dapat menyajikan laporan aset milik daerah secara tepat 
waktu. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih mengali keluasan informasi 
pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari berbagai 
indikator, tidak hanya melihat dari sisi kepatuhan pengungkapan terhadap 
Peraturan Pemerintah dan memperluas atau menambah cakupan objek dan 
variabel penelitian, serta dapat mengkajinya dengan pendekatan penelitian 
yang berbeda seperti pendekatan kritis, fenomenologi atau pendekatan 
lainnya.  
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